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PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN 
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
ABSTRAK  - Bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan 

efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu 
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan penataan 
organisasi dan tata kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak telah mendapatkan persetujuan dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; sehingga 
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan 
Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat 
(3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 
61 Tahun 2024; Perpres No. 186 Tahun 2024; PermenPPPA No. 1 Tahun 
2025. 

  - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 
perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak 
yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang 
pemberdayaan perempuan.  
Susunan organisasi Kementerian terdiri atas :  

a. Sekretariat Kementeriaan; 
b. Deputi Bidang Pemenuhan Kesetaraan Gender; 
c. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak; 
d. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; 
e. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak; 
f. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis; 
g. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; 
h. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;dan 
i. Inspektorat. 

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 
Februari 2025. 

  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:  
a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887); dan  



b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
  - Lamp. : 7 hlm. 

 


